IMPLEMENTASI SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
(STUDI DI KELURAHAN LANGKAPURA, KECAMATAN
LANGKAPURA, KOTA BANDAR LAMPUNG)

(SKRIPSI)

Oleh

MARLIA SAFITRI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERAITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL HEALTH INSURANCE
SOCIALISATION (STUDY IN LANGKAPURA VILLAGE, SUB-
DISTRICT LANGKAPURA, BANDAR LAMPUNG)

By

MARLIA SAFITRI

This study aims to describe the implementation of the socialization of national
health insurance program and the constraints of national health insurance program
in the Langkapura Village, Sub-District Langkapura, Bandar Lampung.This study
uses a qualitative method.Mechanical determination of informants in this study
was purposive sampling technique, so that the informants in this study amounted
to 10 informants, including the dissemination of socialization and community
participants 4 informant as national health insurance.Based on research by the
obtained results that the implementation of the national health insurance
socialization done by socializing with direct communication and socialization
with indirect communication.Socialization is still very low because of direct
communication only through health centers, while the districts and villages only
had a role in the distribution of cards BPJS to people who belong to the
beneficiaries of contributions (PBI) whereas indirect communication Social
Security Agency (BPJS) pair of banners and deploy leafleat in health centers.
Program National Health Insurance is still a lot of obstacles such as socialization
is still not up, such as the lack of contribution between the Social Security Agency
with the districts and villages that exist in each region so that the spread of
information is uneven and give rise to many misunderstandings about the program
and a lot of people who are less aware of the importance of the National Health
Insurance program.

Keywords : Implementation,Socialization, JKN



ABSTRAK

IMPLEMENTASI SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
(STUDI DI KELURAHAN LANGKAPURA, KECAMATAN
LANGKAPURA, KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

MARLIA SAFITRI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi sosialisasi program
jaminan kesehatan nasional serta kendala dari program jaminan kesehatan
nasional di Kecamatan Langkapura, Kelurahan Langkapura, Kota Bandar
Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik penentuan
informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, sehingga
informan dalam penelitian ini berjumlah 10 informan, diantaranya yang
melakukan penyebaran sosialisasi dan 4 informan sebagai masyarakat peserta
jaminan kesehatan nasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka
diperoleh hasil bahwa implementasi sosialisasi jaminan kesehatan nasional
dilakukan dengan sosialisasi dengan komunikasi langsung dan sosialisasi dengan
komunikasi tidak langsung. Sosialisasi ini masih sangat minim karna komunikasi
langsung hanya melalui puskesmas, sedangkan kecamatan dan kelurahan hanya
berperan dalam pendistribusian kartu BPJS bagi masyarakat yang tergolong
penerima bantuan iuran (PBI) sedangkan komunikasi tidak langsung Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memasangkan spanduk dan menyebarkan
leafleat di puskesmas. Program Jaminan Kesehatan Nasional ini masih banyak
kendala seperti sosialisasi yang masih belum maksimal, seperti kurang kontribusi
antara pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan kecamatan maupun
kelurahan yang ada disetiap daerah sehingga penyebaran informasi tidak merata
dan menimbulkan banyaknya ketidakpahaman tentang program tersebut serta
banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya program Jaminan
Kesehatan Nasional.

Kata kunci : Implementasi, Sosialisasi, JKN
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri
dan keluarga merupakan hak asas manusia dan diakui oleh segenap
bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia.Pengakuan itu tercantum
dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak
Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklaras menyatakan, setiap orang
berhak atas dergat hidup yang memada untuk kesehatan dan
kesg ahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian,
perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosiad yang
diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita
sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapa usia lanjut atau keadaan
lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar

kekuasaannya (Kemenkes RI, 2013)

Berdasarkan Deklaras tersebut, pasca Perang Dunia Il beberapa negara
mengambil inisiatif untuk mengembangkan jaminan sosial, antara lain
jaminan kesehatan bagi semua penduduk (Universal Health Coverage).
Pada sidang ke 58 tahun 2005 di Jenewa, World Health Assembly (WHA)

menggaris bawahi perlunya pengembangan sistem pembiayaan kesehatan



yang menjamin tersedianya akses masyarakatterhadap pelayanan
kesehatan dan memberikan perlindungan kepada mereka terhadap risiko
keuangan. WHA ke58 mengeluarkan resolusi yang menyatakan,
pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan melalui Universal Health
Coverage disdlenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan
sosia.\WHA juga menyarankan kepada WHO agar mendorong negara-
negara anggota untuk mengevaluasi dampak perubahan sistem pembiayaan
kesehatan terhadap pelayanan kesehatan ketika mereka bergerak menuju

Universal Health Coverage.

Di Indonesia, fasafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga
mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam
UUD 45 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang
kemudian diganti dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam UU
36/2009 ditegaskan bahwa setiagp orang mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya,
setigp orang juga mempunya kewajiban turut serta dalam program

jaminan kesehatan sosial.

Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi diatas, pemerintah
bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat
melalui  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan
perorangan.Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah
dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosia di bidang

kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT



Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawa negeri sipil,
penerima pensiun, veteran, dan pegawa swasta.Untuk masyarakat miskin
dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melaui skema
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda).Namun demikian, skema-skema tersebut masih
terfragmentasi, terbagi-bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi
sulit terkendali.Untuk mengatasi hal itu, pada 2004, dikeluarkan Undang-
Undang No0.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasiona (SJSN).UU
40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosia wajib bagi seluruh
penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang No. 24
Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasiona akan
diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasiona (JKN) akan
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1
Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan
Pemerintah N0.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran (PBI);
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan

Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).

Asuransi kesehatan mengurangi rissko masyarakat menanggung biaya
kesehatan dari saku sendiri, dalam jumlah yang sulit diprediksi dan
kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar.Untuk itu diperlukan

suatu jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan karena peserta membayar



premi dengan besaran tetap.Dengan demikian pembiayaan kesehatan
ditanggung bersama secara wajib oleh keseluruhan peserta, sehingga tidak
memberatkan secara orang per orang.Tetapi asuransi kesehatan sgja tidak
cukup.Diperlukan Asurans Kesehatan Sosial atau Jaminan Kesehatan
Sosial (JKN).Pertama, premi asuransi komersial relatif tinggi sehingga
tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat.Kedua, manfaat yang

ditawarkan umumnya terbatas.

Sebaliknya, asuransi kesehatan sosiadl  memberikan  beberapa
keuntungansebagai  berikut.Pertama, memberikan manfaat  yang
komprehensif dengan premi terjangkau.Kedua, asuransi kesehatan sosial
menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu.ltu berarti peserta bisa
mendapatkan pelayanan bermutu memadai dengan biaya yang wajar dan
terkendali, bukan “terserah dokter” atau terserah “rumah sakit”.Ketiga,
asuransi kesehatan sosial menjamin sustainabilitas (kepastian pembiayaan
pelayanan kesehatan yang berkelanjutan).Keempat, asuransi kesehatan
sosial memiliki portabilitas, sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah
Indonesia.Oleh sebab itu, untuk melindungi seluruh warga, kepesertaan

asurans kesehatan sosial/ JKN bersifat wajib(Thabrany, 2009).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersifat wajib karena merupakan suatu
program pemerintah dengan tujuan memberikan kepastian jaminan yang
menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat
hidup sehat, produktif dan sgahteraTujuannya adalah agar semua

penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka



dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak

(Kemenkes RI, 2013).

Hingga tahun 2016 menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosia (BPJS)
dari jumlah penduduk Indonesia 254,9 juta jiwa, baru sekitar 65% atau
sgumlah 165,7 jutajiwa penduduk Indonesia yang telah memiliki Jaminan
Kesehatan, dan 34,9% atau 89,2 juta jiwa penduduk yang belum memiliki

jaminan K esehatan dengan rincian seperti pada gambar grafik 1

Grafik 1 Penduduk Dengan Kepemilikan
Jamkes Tahun 2016

B Penduduk yang
memiliki JAMKES

B Penduduk yang
belum memiliki
JAMKES

Sumber : BPJS Kesehatan Bandar Lampung Tahun 2016

Pada tahap awa BPJS Kesehatan Bandar Lampung menargetkan
menjamin 800.000 jiwa penduduk. Hal ini berdasarkan perpindahan
kepesertaan asuransi kesehatan dengan kategori peserta Askes, anggota
TNI/POLRI, peserta Jamsostek, dan peserta Jamkesmas. Hingga saat ini
jumlah peserta BPJS Kesehatan di Bandar Lampung dari  jumlah
penduduk Bandar Lampung di BPS 942,039 jiwa, baru sekitar 74,5% atau

sgjumlah 706,262 jiwa penduduk Bandar Lampung yang telah terdaftar di



BPJS Kesehatan. Berikut rincian jumlah peserta berdasarkan jenis

kepesertaan bulan April 2016 padatabel 1

Tabel 1 Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis K eper sertaan Bulan April 2016

No Kelompok Jenis Kepersertaan Bandar Lampung
Jumlah Penduduk 942,039
1 | PBI PBI (APBD) 110
PBI (APBN) 311,895
SUB TOTAL PBI 312,005
2 | PekerjaPenerimaUpah | Kepolisian RI 11,791
Pegawai BUMD 1,747
Pegawai BUMN 35,589
Pegawai Pemerintah Non PNS 1,465
Pegawai Swasta 129,413
Pejabat Negara 63
PNS Daerah 76,800
PNS Dagerah Diperbantukan 7
PNS MABES dan KEMHAN 11
PNS Pusat 26,619
PNS Pusat Diperbantukan 120
TNI Angkatan Darat 4,123
TNI Angkatan Laut 1,578
TNI Angkatan Udara 15
SUB TOTAL PPU 289,341
3 | PekerjaBukan PekerjaMandiri 61,689
Penerima Upah
SUB TOTAL PBPU 61,689
4 | Bukan Pekerja Pemberi Kerja 4
Penerima Pensiun Pejabat 62
Negara
Penerima Pensiun PNS 24,295
Penerima Pensiun POLRI 115
Penerima Pensiun Swasta 12,327
Penerima Pensiun TNI 5,508
Perintis Kemerdekaan 10
Veteran 906
SUB TOTAL BUKAN 43,227
PEKERJA
Total 706,262

Sumber : BPJS Kesehatan Bandar Lampung 2016




Dari tabel 1 diatas menunjukan jumlah peserta berdasarkan jenis
kepesertaannya yang berkelompok PBI sebanyak 312,005 peserta, Pekerja
Bukan Penerima Upah sebanyak 289,341 peserta, Pekerja Bukan Penerima

Upah sebanyak 61,689 peserta, Bukan Pekerja sebanyak 43,227 peserta.

Sedangkan di Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar
Lampung dari jumlah penduduk 7.106 jiwa baru sekitar 39% atau
sgumlah 2.772 penduduk yang telah terdaftar dalam program BPJS
tersebut. Dari data tersebut banyak masyarakat Langkapura yang belum
mendaftar dikarenakan masyarakat belum mengerti tentang program
tersebut karena dianggap masih membingungkan, khususnya kelompok
Non Peserta Bantuan luran, peserta banyak yang belum mengetahui
prosedur kepesertaan karena mereka diharuskan mendaftar sendiri.
Padahal seharusnya seluruh Masyarakat wajib mengikuti program BPJS ini
sesuali dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2013Tentang

Jaminan Kesehatan Nasional.

Penelitian dari Trias (2014) menyimpulkan bahwa sosialisasi tentang JKN
dan BPJS saat ini masih kurang dalam hal memberi informasi akan hak
dan kewajiban bila nanti menjadi peserta dikarenakan dari pihak BPJS
tidak menjelaskan dengan lengkap. Hal ini didukung oleh studi evaluas
dari Mariza danSutopo (2014) yang berjudul Efektivitas Sosiaisas
Jaminan Kesehatan Nasiona oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosia
(BPJS) Kesehatan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa sosialisasi

JKN kurang efektif karena terdapat faktor penghambat sosialisasi yaitu



kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program JKN sebagai
proteksi dini.

Berkenaan dengan program BPJS, seorang pemangku kepentingan
mengatakan bahwa “program ini dianggap belum optimal, bahkan
sebagian besar masyarakat belum mengetahui dan masih kebingungan
terkait program ini serta masih banyak dijumpa bahwa masalah yang
paing dominan adalah sosidisasi yang kurang, dimana pihak yang
berkewajiban melakukan sosialisasi ini adalah pihak BPJS dan pemerintah,
tetapi di Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar
Lampung ini hanya sebatas pemberitahuan dari kelurahan sgja dan
penyebarannya hanya dari mulut ke mulut sehingga terjadilah
ketidakpahaman masyarakat tentang program ini”’(Nurdin, wawancara, 05
Maret 2016).

Dari hasil wawancara diatas dengan Masyarakat di Kelurahan Langkapura
Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, pemahaman masyarakat
tentang program JKN masih kurang, terutama pada hal cangkupan
pelayanan bagi peserta BPJS, dikarnakan minimnya sosialisas tentang
program tersebut, hampir dari kalangan Masyarakat hanya melihat iklan
JKN dan BPJS di media massa seperti televisi atau Koran, sehingga tidak
merasakan adanya sosidlisasi yang yang maksimal.

Selain itu masih kurangnya sosialisasi prosedur pendaftaran serta manfaat
yang diberikan oleh program JKN ini dilihat dari banyak masyarakat
(yang bukan pegawai negeri) yang masih enggan menjadi peserta karena

masih mengharapkan mendapat kartu jamkesmas atau jamkesda sehingga



lebih meringankan karena mereka tidak perlu membayar iuran per
bulannya.Karna Masyarakat masih belum memahami manfaat menjadi
peserta BPJS. Dalam proses pendaftaran masih kurangnya pemahaman
masyarakat akan prosedur pendaftaran disebabkan oleh kurangnya petugas
BPJS yang seharusnya menjelaskan dengan rinci ketika calon peserta
datang ke kantor BPJS untuk mendaftar. Akibatnya banyaknya peserta
yang mendaftar di kantor BPJS dan antrian yang panjang menyebabkan
para staf BPJS tidak bisa menyediakan waktu yang lebih untuk
memberikan penjelasan kepada satu calon peserta. Hanya sedikit peserta
yang tahu bahwa mereka dapat memanfaatkan palayanan secara gratis
pula.Selain itu kembali lagi kepada alasan calon peserta ketika mendaftar

BPJS(Solbiati, wawancara, 06 Mei 2016).

Permasalahan klasik yang sering timbul khususnyadi Puskesmas Kemiling
Kota Bandar Lampung adalah berupa ketersediaan tenaga kesehatan yang
kurang serta kelengkapan obat yang belum memadai, ditambahkan pula
dengan sikap dan perilaku petugas kesehatan terhadap pasien.Terkadang
hubungan antara petugas kesehatan dengan pasien belum tercipta secara
baik menimbulkan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap layanan yang
diberikan.Hal tersebut banyak mempengaruhi minat masyarakat khususnya
peserta BPJS kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan di
Puskesmas (Alamsyah, 2011).

Hasil penelitian dari Geswar (2014) juga menyatakan dalam
kesimpulannya bahwa belum ada kesiapan untuk aspek fasilitas kesehatan

dikarenakan alat kesehatan masih kurang, aspek regulasi juga belum
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terlihat kesigpannya dikarenakan belum ada petunjuk teknis mengenai
jaminan kesehatan, untuk sosialisasi sudah dilakukan seluruh pihak
stakeholder namun karena sosialisasi yang belum optimal sehinggga masih
banyak masyarakat belum memahami tentang program JKN.

Kasus yang lainnya yang pernah terjadi seperti Tunggak luran Sebulan,
Kartu BPJS Kesehatan Langsung Tak Aktif. Pemerintah tak hanya
menaikkan besaran iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan, tapi juga membuat aturan baru bagi peserta yang
menunggak membayar iuran. Mulai 1 April 2016 pengenaan denda dua
persen iuran per bulan bagi peserta yang menunggak membayar iuran akan
dihapus. Sebagai gantinya, hukuman telah dijatuhkan: kartu BPJS
Kesehatan peserta akan langsung dinonaktifkan.Peserta yang kartunya
sudah tidak aktif harus mendaftar lagi dari awa dan harus melunasi
tunggakan iurannya tanpa denda.Betapa repotnya mengurus kembali kartu
baru BPJS Kesehatan yang biasanya menjalani antrian di kantor BPJS.
Setelah kartu baru diperoleh, bukan berarti peserta yang telat membayar
iuran tadi bisa tenang. Jika peserta itu sakit dan harus dirawat inap,
peraturan baru akan membebani peserta yang sakit itu dengan biaya
tambahan sebesar 2,5 persen dari total tagihan.
Peraturan baru itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
2016 yang merevisi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan. Peraturan yang direvis ini produk pemerintahan

Presiden Susilo Bambang Y udhoyono. Namun, penonaktifan kartu dan
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pencantuman riwayat utang bagi penunggak iuran itu baru akan
diberlakukan per 1 Juli 2016 (Roszandi, 2016).

Selain itu isu yang mulai berkembang sekarang adalah BPJS bukanlah
jaminan kesehatan bagi masyarakat melainkan kamuflase pemerintah
untuk menutupi penyelewengan dan subsidi BBM yang fungsinya sebagai
pengeruk keuntungan bagi pemerintah, bukan jaminan kesehatan yang di
alokasikan dari dana APBD melainkan dengan adanya BPJS, pemerintah
sama sekali tidak pernah memberikan jaminan kesehatan gratis kepada

masyarakat (Reyarifin, 2015).

Akibatnya isu-isu, di kalangan masyarakat muncul persepsi yang negeatif
dengan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS. Hal ini dapat
disebabkan karenakasus-kasus seperti di atas, akibat pengetahuan dan
sosidlisas tentang program BPJS kesehatan masih rendah sehingga
pelaksanaan program BPJS belum dipahami dengan baik oleh seluruh
masyarakat. Untuk ituBPJS Kesehatan harus melakukan upaya untuk
merencanakan strategi sosialisas agar penyebarluasan pesan dapat
berlangsung secara efektif dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan
perseps negatif. Tujuan dari penyebarluasan ini adalah agar peserta BPJS
Kesehatan dapat memahami dengan baik apa hak dan kewagjiban peserta
serta bagaimana teknis pelaksanaan jaminan kesehatan yang baru berlaku
serta manfaat yang di berikan sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman

di lapangan.

Strategi sosiadisasi dalam komunikasi pada dasarnya bisa diaplikasikan

untuk banyak hal, bukan hanya untuk komunikasi itu sendiri, tapi juga bisa
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digunakan oleh lembaga-lembaga yang berusaha mendapatkan dukungan
dari masyarakat. Sadah satunya adalah penyebarluasan gagasan
pembangunan dan penyuluhan untuk penyadaran masyarakat
(Communication Support Development). Penyebarluasan gagasan
pembangunan tidak jauh beda dengan usaha-usaha untuk penyadaran
masyarakat melalui kampanye atau penyuluhan sosial yang bertujuan
meningkatkan kesadaran masyarakat atas masalah yang dihadapi. Ini
dilakukan agar masyarakat |lepas dari belenggu masalah dan keluar untuk
berusaha yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup
mereka, baik untuk hari ini maupun untuk masa datang. Gagasan-gagasan
pembangunan yang dikampanyekan atau disosialisasikan yang berkaitan
dengan peningkatan kehidupan masyarakat salah satunya adalah program

Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS K esehatan.

Untuk itu diharapkan Implementasi sosialisasi berjalan lancar karena dari
berbagai pengalaman daam  melaksanakan  program-program
pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pelayanan
kesehatan tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Hal itu tak terlepas
dari perencanaan dan strategi komunikasi, artinya suatu program yang
direncanakan dengan baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya
kegagalan. Sehingga, agar kebijakan pemerintah tentang Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang diwadahi BPJS Kesehatan dapat
diketahui, dipahami dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia
khususnya di Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura K ota Bandar

Lampung.
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang : “Implementasi sosialisasi Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) di Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Kota

Bandar Lampung”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat

merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Implementas Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan
Nasional di Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota
Bandar Lampung ?

2. Apakendaladari program Jaminan Kesehatan Nasional ?

C. Tujuan Pendlitian

Mendeskripsikan Implementasi Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) di Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Kota
Bandar Lampungserta penyebarluasan informasi yang dilakukan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)
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D. Manfaat Pendlitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi IImu Pengetahuan : Temuan yang dihasilkan dalam pendlitian
sosiologi ini diharapkan memberikan kontribus (kegunaan) dalam
pengembangan keilmuan terutama yang berkaitan langsung dengan
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan ilmu yang

terkait dengan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2. Manfaat Praktis
a. Bagi mahasiswa : menambah pengetahuan tentang program

pemerintah di bidang kesehatan yaitu BPJS K esehatan.

b. Bagi Pembuat Kebijakan : Kontribusi penelitian ini tidak hanya
dalam memperkaya khasanah teori, tetapi dapat sebagai evaluas

dalam pelaksanaan program pemerintah.

c. Bagi Masyarakat Pengguna BPJS Kesehatan : menambah
pengetahuan dan lebih mengena program tersebut agar dapat

dimanfaatkan secara baik.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Jaminan Kesehatan Nasional

1. Asurans Kesehatan di Indonesia

Sulastomo (2002) (dalam Djuhaeni, 2007) berpendapat bahwa asurans
sosial sangat dibutuhkan di Indonesia mengingat kesehatan adalah hak
sedangkan situasi saat ini tidak semua masyarakat dapat akses terhadap
pelayanan kesehatan yang penyebabnya antara lain ketiadaan biaya.
Pengembangan asuransi kesehatan sosia perlu di tunjang dengan
peningkatan sumber daya dari keempat kompenen asuransi sebagai
berikut:

1. Peserta; peningkatan premi

2. Badan Penyelenggara; peningkatan manajemen

3. PPK; peningkatan kualitas dan manajemen

4. Badan pembina; peningkatan pengawasan

Proses pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan asurans di luar
Askes dan Jamsostek serta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
(JPKM) sebagal cikal bakal pelaksanaan asuransi kesehatan sosia akan
mendukung pel aksanaan asuransi kesehatan nasional pada masa yang akan
datang. Adanya kelas perawatan di rumah sakit dan pemberian jaminan

sesuai golongan khususnya bagi pegawa negeri sipil menjadi suatu
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kendala sekaligus tantangan yang perlu dicarikan solusinya dalam rangka
keadilan bagi semua orang sertaterciptanya solidaritas.

Dengan pemaparan diatas, saat Indonesia memiliki sebuah sistem jaminan
kesehatan serta sosial dan ditunjukan bukan hanya kepada masyarakat
miskin, namun kepada seluruh rakyat, saat ini dikenal dengan Jaminan

K esehatan Nasional.

2. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperolen manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah

(Kemenkes RI, 2013).

3. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program jaminan kesehatan nasional disingkat program JKN adalah suatu
program pemerintah dan masyarakat (rakyat) dengan tujuan memberikan
kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia
agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan segahtera (
Naskah Akedemik SJISN, 2004).

Sesual dengan pasal 34 Ayat 2 disebutkan bahwa negara mengembangkan
Sistem Jaminan Sosid Nasional dalam rangka memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan. Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan bagian dari
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Sistem Jaminan Sosial Nasional (SISN), sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN), dimana penyelenggaraan SJSN ini  menggunakan
mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib (Kemenkes RI, 2013).
Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam
sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan masyarakat yang layak. JKN diluncurkan Pemerintah Republik
Indonesia sgjak 1 Januari 2014, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai
upaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan.Berbagai peraturan dan
panduan tentang pelayanan kesehatan dan standar tarif dasar bagi pemberi dan
pengelola pelayanan kesehatan (Y ankes) telah dikeluarkan(Permenkes No. 28
tentang pedoman pel aksanaan Program JKN).
Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) RI
yang dikutip dalam Soeisno Djojosoedarso, asuransi atau pertanggungan
adalah:
“Suatu perjanjian dengan mana Seorang menanggung
mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi,
untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian,
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak
tertentu”.
Di beberapa negara juga sudah menerapkan sistem jaminan kesehatan.
Setiap negara memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda satu sama
lain. Namun semuanya mengarah pada pencapaian tiga tujuan dasar
sistemperawatan kesehatan yang relatif sama, yakni: menjaga agar orang
tetap sehat, merawat orang yang sakit, dan melindungi keluarga dari

kebangkrutan finansial akibat tagihan medis (Suharto, 2013:81)
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Sebagai sebuah kebijakan pemerintah, program SISN ini  akan
menggantikan secara bertahap jaminan sosia yang telah ada sebelumnya
seperti Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (JAMSOSTEK), dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
(TASPEN) dan Asuransi Sosia Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ASABRI).

Dengan adanya program SJSN ini, maka seluruh masyarakat dapat
terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang
dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena
menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan
memasuki usia lanjut atau pensiun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan
SISN ini, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosia (JKN)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dengan penetapan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, maka
Indonesia memasuki era baru dimana akan terbentuk sebuah sistem tunggal
layanan medis untuk seluruh penduduk yang mampu mengendalikan belanja
biaya kesehatan. Untuk itu perlu disusun peta jalan (road map) yang akan
menjadi pegangan bagi semua pihak untuk memahami dan mempersiapkan
diri berperan aktif dalam beroperasinya BPJS yang telah dimulai pada 1
Januari 2014 dan mencapai cakupan universal, satu Jaminan Kesehatan untuk

seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 (chazali, 2013:251-252).
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Tabel 2 Peta Jaminan K esehatan Nasional Tahun 2012-2019

Sasaran 2014

Sasaran 2019

BPJS Kesehatan mulai beroperasi

BPJS Kesehatan beroperasi dengan
baik

BPJS Kesehatan mengelola jaminan
kesehatan setidaknya bagi 121,6 juta
peserta

Seluruh penduduk Indonesia
mendapat jaminan kesehatan melalui
BPJS Kesehatan

Paket manfaat medis yang dijamin
adalah seluruh pengobatan untuk
seluruh penyakit. Namun, masih ada
perbedaan kelas perawatan di rumah
sakit bagi yang mengiur sendiri dan
bagi Penerima Bantuan luran(PBI)

Paket manfaat medis dan non medis
(kelas perawatan) sudah sama, tidak
ada perbedaan, untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Rencana aksi pengembangan fasilitas
kesehatan tersusun dan mula
dilaksanakan

Jumlah  dan  sebaran  fadlitas
pelayanan kesehatan(termasuk tenaga
dan adat-alat)sudah memadai untuk
menjamin seluruh penduduk
memenuhi kebutuhan medis

Seluruh peraturan pelaksanaan yang
merupakan turunan UU SJISN dan
UU BPJS telah diundangkan dan
diterbitkan

Seluruh peraturan pelaksanaan telah
disesuaikan secara berkala untuk
menjamin  kualitas layanan yang
memada dengan harga keekonomian
yang layak

Paling  sedikit 75%  peserta
menyatakan puas, bak dalam
layanan di BPJS maupun layanan di
fasilitas kesehatan yang di kontrak
BPJS

Paling  sedikit 85% peserta
menyatakan puas, baik dalam layanan
di BPJS maupun layanan di fasilitas
kesehatan yang di kontrak BPJS

Paling sedikit 65% tenaga dan
fasilitas kesehatan menyatakan puas
atau mendapat pembayaran yang
layak dari BPJS

Paling sedikit 80% tenaga dan
fasilitas kesehatan menyatakan puas
atau mendapat pembayaran yang
layak dari BPJS

BPJS dikelola secara
efesien, dan akuntabel.

terbuka,

BPJS dikelola secara terbuka, efesien,
dan akuntabel.

Sumber: Buku Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia

4. Prinsip Penyelenggaraan Jaminan K esehatan Nasional

Dalam pelaksanaan program JKN, BPJS Kesehatan mengacu pada

prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SISN), yaitu:
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1. Prinsip Kegotongroyongan
Gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam
hidup bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam
kebudayaan kita. Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang
mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat
membantu yang sakit.

2. Prinsip Nirlaba
Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosia
(BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented).
Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya
kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana
amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk kepentingan peserta.

3. Prinsip Portabilitas
Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untukmemberikan
jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun merekaberpindah
pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara KesatuanRepublik
Indonesia

4. Prinsip kepesertaan bersifat wajib
Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta
sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi
seluruh rakyat, penerapannya tetap disesualkan dengankemampuan
ekonomi rakyat dan pemerintah, serta kelayakan penyelenggaraan

program.Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan
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dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga
pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SISN) dapat mencangkup
seluruh rakyat.

. Prinsip Dana Amanah,

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan
penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan
dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

. Prinsip Hasil pengelolaan dana Jaminan Sosia

Dana yang diperoleh dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan
program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

. Prinsip Ekuitas

Kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini
diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar persentase tertentu dari upah
bagi yang memiliki penghasilan (UU No. 40/2004 Pasal 17 ayat 1) dan
pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu

(UU.N0.40/2004 Pasal 17 ayat 4).

5. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional melipulti:
a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir
miskin dan orang tidak mampu.
b. Peserta bukan PBI adalah Peserta yang tidak tergolong fakir miskin
dan orang tidak mampu yang terdiri atas:

1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu:
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a) Pegawai Negeri Sipil;
b) Anggota TNI;
c) Anggota Polri;
d) Pgjabat Negara;
€) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
f) Pegawai Swasta; dan
g) Pekerjayang tidak termasuk huruf a sampai dengan
huruf f yang menerima Upah.
2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota kel uarganya, yaitu:
a) Pekerjadi luar hubungan kerja atau Pekerjamandiri dan
b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
Termasuk warga negara asing yang bekerjadi Indonesia paling
singkat 6 (enam) bulan.
3) Bukan Pekerja dan anggota keluarganyaterdiri atas:
a) Investor;
b) Pemberi Kerja;
¢) Penerima Pensiun;
d) Veteran,
€) Perintis Kemerdekaan; dan
f) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis
Kemerdekaan
g) bukan Pekerja yang tidak termaksuk huruf a sampai dengan e

yang mampu membayar iuran( Kemenkes RI, 2013:1-2)
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B. Sosialisas

1. Pengertian Sosialisas

Menurut Charlotte Buehtar dalam Darmawaty dan Djamil (2011 68)
bahwa sosialisasi adalah proses yang membantu individu untuk belgjar dan
menyesuaikan diri tentang bagaimana cara hidup dan cara berpikir
kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.
Proses ini dapat berjalan serasi dan dapat pula terjadi pertentangan. Akan
tetapi, selama individu merasa memerlukan kelompoknya, ia bersedia

untuk mengadakan beberapa kompromi terhadap tuntutan kel ompok.

Menurut Soerjono Soekanto, sosidlisasi adalah suatu proses anggota
masyarakat mempelgjari norma-norma dan nilai-nilai sosiad di mana ia
menjadi anggota. Sementara itu, Ritcher Jr (1987) memberikan definis yang
lebih luas, bahwa sosidisas adalah proses seseorang memperoleh
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukannya agar dapat
berfungs sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam
satu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakatnya . Menurut Slameto
(2003:3) sosidlisasi adalah suatu proses belgjar menggjar. Dalam hal ini
belgar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,
sebagai hasil pengaamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.

Sosialisas secara sederhana dapat diartikan sebagai penyebarluasan informasi

(program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan,
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peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparat, masyarakat yang terkena program,
dan masyarakat umum).Sosialisasi merupakan salah satu bentuk strategi
komunikasi untuk menyebarluaskan pesan.Komunikasi berperan dalam
sosialisasi nila ke masyarakat. Hal ini menunjukkan komunikasi sebagai
proses yaitu suatu kegiatan yang berlangsung dinamis. Sesuatu yang
didefinisikan sebagai proses, berarti unsure-unsur yang ada di dalamnya

bergerak aktif, dinamis, dan tidak statis( Hafied, 2009:51).

Komunikasi sebagai proses sosid merupakan bagian integral dari
masyarakat.Kegiatan penyuluhan atau sosiadisasi merupakan kegiatan
komunikasi, ini ditandai dengan adanya proses penyebaran pengetahuan
dari seorang penyuluh (komunikator) kepada masyarakat sasaran
(komunikan) dengan tujuan meningkatkan pengetahuan (Suprapto dan

Fahrianoor, 2004:10)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat ditarik 4 hal pokok yang
terdapat dalam sosialisas, yaitu:

a. Sosialisas merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup
manusia.

b. Di dalam sosialisas terdapat saling pengaruh antara individu
beserta potensi kemanusiaannya, dengan masyarakat beserta
kebudayaannya.

c. Méaui proses sosidisasi, individu menyerap pengetahuan,
kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, sikap dan keterampilan-

keterampilan dari kebudayaan masyarakatnya.
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d. Pada sosialisasi akan menghasilkan perkembangan kepribadian

seseorang.

2. Proses Sosialisass JKN

Menurut George Herbert Mead, proses sosidisas yang dilakukan oleh
manusia adalah melalui peran-peran yang harus dijalankan oleh individu
sehingga pemikirannya terkenal dengan Role Theory (teori mengenai
peranan). Melalui penguasaan peranan yang ada dalam masyarakat maka
seorang individu dapat berinteraks dengan orang lain. Dari pemikiran
Mead ini menjelaskan bahwa diri seseorang terbentuk melalui interaksi
dengan orang lain. Tanpa berinteraks dengan orang lain, maka seorang

individu tidak mampu untuk tumbuh dan berkembang.

Proses sosialisas memerlukan komunikasi. Hal ini terkait dengan peran
komunikasi dalam kehidupan manusia.Sebagai makhluk sosial, manusia
senantiasa membutuhkan komunikasi dalam berinteraksi dengan sesama.
Komunikas merupakan proses kegiatan penyampaian pesan dari
komunikator kepada komunikan dimana isi pesan yang disampaikan
berupa lambang-lambang yang penuh arti dan bermakna. Istilah
komunikasi, dalam bahasa Inggrisnya adalah *“Communication”, berasal
dari kata Latin “communicatio” yang bersumber dari kata komunis yang
berarti sama. Sama dalam artian ini adalah sama makna, sehingga
pengertian komunikasi minimal harus mengandung kesamaan makna di

antara dua pihak yang terlibat (Effendy, 1997)
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Proses sosidlisas terjadi melalui interaksi sosial, yaitu hubungan antar-
manusia yangmenghasilkan adanya proses pengaruh mempengaruhi.
Dalam teori WHO menjelaskan bahwa prilaku seseorang dipengaruhi oleh
4 faktor yaitu pengetahuan, sikap, adanya acuan atau referensi dari
seseorang atau pribadi yang dipercayai, sumber daya dan sosiad budaya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa prilaku seseorang ditentukan oleh
pemikiran atau perasaan seseorang dan adanya orang lain sebagai referensi

(Notoatmodjo, 2007)

Daam proses pendewasaan manusia maka berdasarkan pengalamannya
sendiri, ia akan selalu mempunya suatu sistem tingkah laku (behavior
system) yang akan ditentukan oleh watak pribadinya, yaitu bagaimana ia
akan memberikan reaks terhadap suatu pengalaman. Akhirnya sistem
perilaku inilah yang akan menentukan dan membentuk sikapnya (attitude)
terhadap sesuatu. Dalam buku Polish Peasant in Europe and Amerika
menjelaskan melalui sikap, kita memahami proses kesadaran yang
menentukan tindakan nyata dan tindakan yang mungkin dilakukan

individu dalam kehidupan sosialnya ( Thomas, 1918).

Dalam proses komunikasi, menurut Lasswell sebagaimana dikutip Onong

U. Effendy paling tidak melibatkan lima unsur, yaitu:

1.Komunikator (communicator, source, sender), yakni individu yang

berinisiatif sebagai sumber atau untuk menyampaikan pesan-pesannya.

2. Pesan (message), yaitu suatu gagasan atau ide berupa pesan, informasi,

pengetahuan, gakan, bujukan, atau ungkapan bersifat pendidikan, dan
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emos lain sebagainyayang akan disampaikan komunikator pada

perorangan atau kelompok tertentu (komunikan).

3. Media (channel, media), yakni sarana, atau saluran yang dipergunakan
oleh komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan-pesan kepada

khalayak.

4.Komunikan (communicant, receiver), yaitu individu yang menerima

pesan dari komunikator.

5. Efek (effect, impact, influence), yakni suatu dampak yang terjadi dalam
proses penyampaian pesan-pesan tersebut, yang dapat berakibat positif
maupun negatif menyangkut tanggapan, persepsi, dan opini dari hasil

komunikasi tersebut (Effendy, 1989).

Menurut Bittner (dalam Ardianto & Erdinaya, 2004), dalam teori
komunikas massa adalah pesan yang dikomunikaskan melaui media
massa pada sgumlah besar orang. Dengan demikian, maka unsure-unsur
penting dadam komunikas massa adalah seperti diatas. dengan adanya
komunikator, media massa, informas (pesan massa),serta efek/dampak
yang terjadi dari proses penyampaian pesan-pesan tersebut karena objek
ilmu komunikasi bukan sga penyampaian informasi, melainkan juga
pembentukan pendapat umum dan sikap publik yang dalam kehidupan
sosial yang memainkan peranan yang amat penting. Maka dalam
definisinya secra khusus, disebutkan bahwa komunikasi adalah proses

mengubah prilaku orang lain (Effendy, 1990).
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Agar komunikas efektif, pesan yang merupakan salah satu faktor kunci
dari komunikasi hendaknya mendapat perhatian yang cukup (Laswell,
1972). Banyak perencana komunikasi menganut gagasan untuk
menggunakan teori perubahan (theory of change) sebagai panduan untuk
merancang strategi komunikasi. Teori perubahan merupakan representasi
dari apa yang perlu diterapkan untuk membuat perubahan tertentu terjadi.
Kata “change’atau perubahan merujuk pada tujuan pokok dari
komunikasi, apakah itu merubah prilaku individu atau merubah kebijakan
dan kehendak masyarakat. Teori perubahan mengedintifikasi strategi-
strategi kunci yang harus digunakan, dan apa sga hasil yang harus

dikeluarkan.

Daam proses sosidisasi program JKN, komunikasi sangat diperlukan,
terutama untuk menyampaikan informasi mengenai program JKN tersebut
kepada masyarakat. Daam hal ini, proses sosidisas memerlukan
komunikator sebaga sumber dan pengirim, pesan berupa informasi
program, media sebagai saluran untuk menyampaikan pesan, komunikan
(masyarakat) sebagai penerima pesan, dan efek sebagai dampak dari pesan

yang disampaikan.

Sebaga sebuah kebijakan yang relatif baru, progran JKN yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tentunya masih banyak berbagai
permasal ahan serta banyaknya pemberitaan mengenai keluhan masyarakat
tentang kurangnya sosialisasi program BPJS Kesehatan yang masih belum
merata seperti proses sosialisasi cangkupan pelayanan, sosialisasi prosedur

pendaftaran,dan lain-lain.Sehingga menimbulkan kontroversi karna tidak
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jelas informasi yang diterima masyarakat, sehingga manfaat BPJS
Kesehatan tidak akan dirasakan oleh target BPJS Kesehatan. Sosialisasi
kebijakan JKN merupakan salah satu permasalahan yang cukup berat,
mengingat bahwa dalam waktu singkat serta sumber daya yang kurang
memadai kebijakan JKN ini harus disampaikan kepada masyarakat, untuk
itu diperlukannya implementasi sosidisasi yang balk mengingat
pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seperti peneitian
dari Rolos (2014) manfaat yang di dapatkan peserta BPJS Kesehatan
adalah pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif
yang pemanfaatannya masih kurang dipahami oleh masyarakat.
Masyarakat baru akan bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan jika
sudah mengalami sakit atau sudah mendapatkan rehabilitas di rumah
sakit.

Permasalahan utama sosialisas terkait implementasi program JKN,
sebagai berikut:

1. Bdum adanya sinergi antar stakeholder (Kemenkes, BPJS,
Kemenkominfo, RS, Puskesmas, Pemda, klinik dan dokter praktek) dalam
melaksanakan sosialisasi program JKN kepada masyarakat

2. Pemanfaatan media sosialisasi belum optimal

3. Materi sosialisasi belum sesuai yang diterapkan kepada masyarakat

4. Belum terlaksananya sosialisasi langsung kepada masyarakat (masih
melalui perantara)

5. Belum jelasnya pengorgani sasian pel aksanaan sosialisasi JKN
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Sedangkan dari hasil data sekunder dari pihak BPJS Kesehatan di Bandar
Lampung BPJS Kesehatan akan melakukan bentuk kegiatan sosialisasi
seperti berikut :
1. Sosialisasi dengan Komunikasi Langsung
Komunikasi langsung merupakan bentuk komunikas yangdilakukandengan
cara bertatap muka (face to face) antara komunikatordan
komunikan.Komunikasi Langsung merupakan cara yang efektif dalam
melakukan sosialisas mengingat materi program masih dianggap awam
dan baru bagi sebagian masyarakat. Dengan sosialisasi langsung seperti
seminar, pertemuan pemerintah kota, pertemuan dengan pemangku
kepentingan di setiap daerah yang tujuannya untuk menyebarluaskan ke
masyarakat.
Untuk itu pemangku kepentingan sangat berperan dalam hal
memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengikuti program JKN
ini.Sosialisas langsung juga terjalin  terhadap instansi-instans
Pemerintah dalam penyebaran informasi kepada Masyarakat seperti :
i.  Rumah Sakit
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh
BPJS ,BPJS Kesehatan di Bandar Lampung akan bekerja sama
dan gencar melakukan sosialisasi media luar ruang ke beberapa
Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Bandar Lampung.

ii. Dinas Kesehatan
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Salah satu upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan
sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, selanjutnya Dinas K esehatan
akan melakukan pendidikan kesehatan masyarakat (Health
education) atau yang lebih dikenal dengan penyuluhan kesehatan
masyarakat (PKM).Pendidikan kesehatan masyarakat adalah inti
pelayanan kesehatan dasar, yang berupa himpunan upaya pokok
untuk mencapai kemandirian masyarakat dalam bidang
kesehatan (WHO). Upaya ini disdenggarakan guna
meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan
masyarakat untuk hidup sehat dan aktif berperan dalam
mewujudkan dergjat kesehatan masyarakat yang optimal

(Dahroni: 1996)

2) Sosialisas dengan Komunikas Tidak Langsung

Dalam kehidupan masyarakat modern, komunikasi merupakan suatu
kebutuhan yang sangat penting terutama untuk menerima dan
menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Akibat pengaruh
kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dalam waktu yang
sangat singkat, informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa, pesan,
pendapat, berita, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya dengan mudah
diterima oleh masyarakat, sehingga media massa, mempunyai peranan
penting dalam proses tranformasi nilai-nilai dan norma-norma baru

kepada masyarakat. Disamping itu media massa juga
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menstransformasikan simbol-simbol atau lambing tertentu dalam suatu
konteks emosional (Narwoko,2007:96).

Sosidlisas dengan media massa merupakan bentuk komunikasi tidak
langsung .Media yang digunakan dalam sosiadisasi JKN antara lain:
memasang lklan Layanan Masyarakat (ILM) di radio, menyebarkan
brosur atau leaflet, serta memasang poster, banner, spanduk, papan nama
di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Dengan media masa sosialisas dapat digunakan melalui berbagai iklan

seperti penyiaran di Televisi, Radio, Spanduk, serta Banner.

C. Kendala Program Jaminan K esehatan Nasional

Segjak diberlakukan Januari 2014 yang lalu, implementas kebijakan JKN
sarat dengan berbagai permasalahan, diantaranya pertama, masih belum
meratanya sosidlisasi terutama untuk wilayah-wilayah terpencil. Kedua,
komitmen antara mangemen dan penyedia layanan kesehatan dengan
masyarakat masih berbeda sehingga memunculkan perbedaan komitmen
terkait mekanisme JKN.Ketiga, masih banyak rumah sakit swasta yang
belum bergabung pada BPJS kesehatan terutama di daerah.Keempat,
kurangnya pelayanan kesehatan mengakibatkan banyak peserta yang
mengantri dan penumpukan tersebut diakibatkan kurang optimalnya sistem
rujukan, dan Kelima, masih adanya kesenjangan kapasitas antar daerah
(kesigpan infrastruktur, database, anggaran dan SDM). Kesenjangan yang
terjadi sesama wilayah akan berdampak pada pelaksanaan program JKN

kedepan.
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Secara umum, pelaksanaan sosialisasi yang belum merata serta belum
efektif mengakibatkan kurang terpahaminya program JKN oleh
masyarakat baik menyangkut konsep JKN, sistem pendanaan, kemanfaatan
bagi masyarakat maupun tata cara pelayanannya. Belum efektifnya
sosidlisasi  kebijakan JKN ini sangat mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan JKN selain keberadaan faktor sumber daya seperti
dana, Sumber daya Manusia (SDM), data dan informasi serta kewenangan,
faktor struktur birokrasi dan faktor disposisi.

Masih banyak kendala di lapangan dan faktor yang menghambat
diantaranya adalah sarana yang tidak lengkap, dana operasional yang
belum bisa digunakan karena masalah birokrasi, regulasi atau peraturan
yang sering berubah, dan penyedia layanan primer, sistem komputer yang
masih bergantung kepada jaringan atau sinyal, serta sosialisasi yang belum
maksimal dari staf BPJS kepada calon peserta. Akibatnya masihterdapat
kebingungan di masyarakat luas, yakni pertama daam ha substansi
informasi. Informasi yang disampaikan di media massa belum
komprehensif meliputi aspek-aspek praktis yang dibutuhkan pengguna
layanan. Iklan yang disampaikan di televis tidak dapat menjelaskan segala
hal mengenai BPJS.Kedua, penggunaanmedia informasi yang belum tepat
guna.Penggunaan media informasi memiliki dampak yang berbeda bagi
penerimanya.Masyarakat dengan akses media elektronik dengan mudah
menemukan informasi BPJS di internet atau televisi.Namun demikian, hal

ini tidak berlaku bagi masyarakat dengan akses terbatas.



Sedangkan fakta dan fenomena yang ada dalam sosialisasi pogram JKN
adalah :

. Sosidisasi untuk kelompok PNS dilaksanakan melaui jalur KORPRI,
untuk Hankam melalui PEPABRI, untuk para pensiun melalui PWRI,
untuk tenaga kerja melalui JAMSOSTEK, untuk perusahaan dan buruh
melalui APINDO. Sedangkan medianya melalui cetak, elektronik, tatap
muka dan persentasi.

. Daam pelaksanaan sosialisasi BPJS Kesehatan melayani undangan dari
kecamatan, dewan masjid/gergjadan RT.

. Sosidisasi belum dilakukan secara langsung kepada masyarakat.

. Kaau tidak ditanya oleh pasien, petugas puskesmas dan RS tidak
memberikan informasi apapun tentang JKN, pasien harus aktif bertanya
kepada petugas.

. Ketika berhadapan dengan rumah sakit masyarakat kurang memahami
alur proses pelayanan, (dari loket ke loket) karena pihak rumah sakit tidak
memberikan penjelasan.

. Pemahaman masyarakat terutama pasien tentang program JKN masih
kurang, hal ini mereka dapatkan bukan dari hasil sosialisas tetapi hanya
melalui mulut ke mulut.

. Pada saat pengurusan untuk mendapatkan kartu, masyarakat tidak
mendapatkan penjelasan apapun terkait mekanisme dan prosedur.

. Tidak ada penjelasan proses selanjutnya mengenai alur pelayanan JKN

. RSUD Belum melakukan sosialisasi secara khusus kepada pasien
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Permasalahan yang ada dalam sosialisasi pogram JKN adalah sosialisas
belum menjangkau keseluruh kalangan masyarakat baik kalangan pegawai
negeri, swasta, maupun masyarakat umum. Beberapa hal yang belum
tersosialisasikan secara baik antara lain menyangkut konsep, kebijakan,
hak dan kewgjiban, pendanaan, kemanfaatan dan mekanisme serta
sosiadlisasi prosedur pendaftaran dan sosiadisasi prosedur pelayanan.
Kurangnya sosialisasi sebagaimana tersebut di atas berdampak adanya
kebingungan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan,
adanya pemahaman yang berbeda-beda, serta ketidaktahuan bahwa JKN
tidak sama dengan JAMKESMAS dan mereka masih menganggap bahwa
program JKN itu gratis, padahal program JKN itu menerapkan sistem
iuran per bulan sesuai dengan tingkat kelas masing-masing. Akibatnya
terjadi ketidak lancaran dalam pembayaran claim yang dapat menghambat
pelayanan masyarakat secara umum.

Kekurangpahaman masyarakat akan prosedur pelayanan kesehatan
mengakibatkan masyarakat seringkali tidak melalui puskesmas rujukan
akan tetapi langsung ke Rumah Sakit yang dituju. Setelah dengan susah
payah mengantri di RS, oleh pihak RS disarankan untuk kembali ke
Puskesmas rujukan. Kondisi tersebut membuat frustrasi bagi masyarakat
yang pada dasarnya mereka ingin dilayani secara cepat, praktis dan tidak
berbelit-belit.Berbagai permasalahan  yang  ditimbulkan  dari
kurangnyasosialisasi tersebut di atas juga diakibatkan oleh cakupan
sosialisas yangsempit.Sehingga pel aksanaan sosialisasi tidak menjangkau

seluruhwilayah Indonesia.
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Untuk itu Sosidlisas seharusnya memang harus dibuat dalam bentuk
himbauan, penyuluhan, dan pengumuman di berbagai tempat yang dekat
dengan masyarakat, terutama di rumah sakit dan puskesmas. Selain itu,
pemerintah disarankan melakukan sosialisasi lebih intensif ke tempat-
tempat umum dan pusat keramaian.Sosialisasi BPJS dapat dilakukan di
mal-mal, pasar-pasar, terminal, universitas, dan tempat keramaian lainnya
(Mulyadi, 2014).

Serta Penyebaran informasi terkait program JKN melalui sosialisasi yang
tepat, cermat dan akurat agar program Jaminan Kesehatan Nasiona ini
dapat dipahami oleh masyarakat diseluruh pelosok tanah air, tidak sgja
terkait prosedura administratifnya, akan tetapi bagaimana masyarakat
umum dapat memahami substansi dari program JKN ini. Tujuan akhir yang
ingin dicapa dari sosidlisasi ini adalah masyarakat akan mengetahui dan
memahami tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga masyarakat
faham dan sadar akan hak dan kewagiban mereka serta dapat

memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar.

D. Kerangka Pikir

JKN merupakan bentuk perlindungan sosia untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Untuk
itu program BPJS ini kepesertaannya bersifat wajib untuk masyarakat agar
bisa mengurangi risko menanggung biaya kesehatan yang dikeluarkan
sendiri yang terkadang sulit diprediksi. Dalam program JKN tentunya

banyak keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat akibat kurangnya
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sosialisasi dari berbagai pihak penyelenggara, kurangnya komunikasi
langsung terhadap masyarakat berakibat masyarakat tidak memahami
tentang prosedur program tersebut. Padahal sosialisasi merupakan cara
yang tepat untuk memberikan informasi terhadap suatu hal yang baru
kemasyarakat umum agar tidak terjadinya kesalahpahaman informasi
sehingga menghasilkan respon dari sasaran sosialisasi tersebut.

Dengan adanya keluhan muncullah persepsi negatif terkait dengan
program JKN tersebut seperti kebingungan dalam proses kepesertaan
dalam mendaftar karena prosesnya berbelit-belit, banyak masyarakat
belum mengerti tentang premi iuran yang harus dibayarkan, serta
banyaknya keluhan serta kasus dari sejumlah instansi-instansi seperti di
Rumah Sakit terhadap pelayanan yang diberikan sehingga banyak
masyarakat yang belum mengikuti program tersebut.

Karena sistem kepesertaan yang bersifat wajib maka BPJS Kesehatan
harus mengupayakan kembali program tersebut serta merencanakan
strategi komunikas agar penyebarluasan pesan dapat berlangsung secara
efektif dan tepat sasaran.Sasaran dari penyebarluasan pesan tersebut
adalah seluruh warga Bandar Lampung, baik yang telah menjadi peserta
maupun calon peserta.Selanjutnya, peserta program JKN dapat dibedakan
menjadi dua kategori peserta jaminan kesehatan.Yang pertama ialah PBI
yaitu Penerima Bantuan luran, terdiri dari fakir miskin dan orang kurang
mampu. Yang kedua adalah Non PBI, yaitu peserta Bukan Penerima
Bantuan luran terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota

TNI/POLRI, Pegabat negara, pegawai swasta, dll), Pekerja Bukan
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Penerima Upah (pekerja mandiri), dan Bukan Pekerja (investor, pemberi

kerja, penerima pensiunan, veteran, dil).

Tujuan dari penyebarluasan pesan mengenai JKN adalah agar peserta
BPJS Kesehatan dapat memahami dengan balk apa hak dan kewajiban
peserta serta bagaimana teknis pelaksanaan jaminan kesehatan yang baru
berlaku ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Untuk
mencapai tujuan program jaminan kesehatan ke masyarakat maka BPJS
Kesehatan Bandar Lampungakan melakukan implementasi sosidisas
mulai dari sosidlisas tidak langsung dengan memanfaatkan media massa,
seperti iklan (TV, radio, spanduk, banner) maupun melalui sosiadisas
langsung, misalnya seminar, pertemuan dengan pemerintah kota dan
penyuluhan kekelurahan serta pemangku kepentingan disetiap daerah.
Cara klasik seperti penyuluhan di tingkat RT maupun berupa gathering,
efektif untukmenyampaikan pesan-pesan yang akan disampaikan dalam
sosialisas JKN. Sosidlisasi juga harus dilakukan ke berbagai instansi-
instanss pemerintah yang menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam
menyebarkan informasi, misalnya rumah sakit dan Dinas Kesehatan, dan
lain sebagainya.

Maka untuk mempermudah pemahaman tentang implementasi sosialisasi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosia (BPJS) dalam menyosiaisasikan
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Bandar Lampung maka

disusunlah sebuah kerangka pikir sebagai berikut:
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Secara Tidak Langsung :

1. MediaMassa
(brosur, banner,
spanduk, dil)

2. MediaPenyiaran
(TV, Radio,dll)




1. METODE PENELITIAN

A. TipePenditian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif
sebagal dasar penelitian. Teknik analisis data yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam
penelitian ini data yang di peroleh adalah data-data yang berupa data
deskriptif yang tidak menggunakan data yang berupa angka untuk
menerangkan hasil penelitian.

Menurut Kirk dan Miller (1986) dalam buku yang ditulis Lexy J Moleong
(2011). Pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang
dipertentangkan dengan pengamatan kualitatif. Dipihak lain kualitas
menunjuk segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah
tersebut. Atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian
kualitatif tampaknya diartikan sebagal penelitian yang tidak mengadakan

perhitungan.

Selain kualitatif deskriptif, peneliti juga menggunakan metode studi kasus
untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan detail. Studi kasus
merupakan tipe penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus dan

ruang lingkup yang lebih kecil serta dilakukan secara intensif, mendalam,
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mendetail, dan komprehensif. Studi kasus ini bisa dilakukan terhadap
individu, juga bisa dilakukan terhadap suatu kelompok. (Sanafiah Paisal,

2010)

Istilah penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang
menghasilkan data yang berupa uraian-uraian kata-kata baik tulisan
maupun lisan dari sumber atau orang yang sedang diteliti. Studi kasus
memperdalam dan lebih mendetail lagi, karena penelitian ini dilakukan
diruang lingkup yang kecil yaitu di desa, maka studi kasus adalah metode
yang tepat untuk penelitian ini. Penelitian ini  juga mencoba
mendeskripsikan yang ada dilapangan Mengenai Implementasi Sosialisasi

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

B. Fokus Pendlitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang
beris pokok masalah yang bersifat umum. Penetapan fokus dalam
penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan
untuk mengarahkan pelaksanaan suatu penelitian atau pengamatan. Fokus
dalam penelitian ini bersifat tentatif yang artinya dapat berubah sesuai

dengan situasi dengan latar belakang peneliti.

Menurut Lexy J Moleong (2011)Fokus penelitian ini sangat penting dalam
suatu pendlitian yang bersifat kuaditatif. Fokus penelitian dimaksudkan
untuk memberi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna

memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.
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Fokus penelitian ini adalah mengetahui implementasi sosialisasi Jaminan
Kesehatan Nasional yang dilakukan BPJS melalui sosialisasi langsung dan
sosidlisasi tidak langsung agar seluruh masyarakat dapat mengikuti
program tersebut terkait banyaknya masyarakat yang belum mengetahui
program tersebut serta banyaknya persepsi negatif di kalangan masyarakat,
serta mengetahui kendala apa yang terjadi dalam mensosialisasikan

program Jaminan K esehatan Nasional.

C. Lokas Pendlitian

Penentuan lokasi dalam buku Moleng ( 2011) menyatakan cara terbaik
ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori, subtantif, dan melihat di
lapangan untuk mencari kesesuaian dengan dengan kenyataan yang ada
dilapangan sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu,
biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi
penelitian.Lokasi pada penelitian ini adalah Kelurahan Langkapura
Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung dan kantor Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Bandar Lampung. Lokasi
ini dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki yang berkaitan dengan

topik penelitian sertalokas yang berdekatan dengan tempat penulis.

D. Teknik Penentuan Informan
Menurut Sutopo (2002) Informan adalah orang-orang yang memahami
langsung dalam penelitian ini, yaitu informan-informan yang pendliti

tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneiti  memiliki
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informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka informan
dalam kesehariannya berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti
oleh peneliti. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemilihan informan
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam
purposive sampling, informan penelitian yang dipilih adalah informan
yang dianggap mengetahui informasi dan permasalahan secara mendalam

serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber.

Informanpenelitian ini terdiri dari sumber data utama yang memiliki
berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. KepaaOperasiona BPJS Kesehatan Bandar Lampung,

2. Staf BPJS Kesehatan Bandar Lampung,

3. Staf Puskesmas Kelurahan Langkapura,

4. KepalaCamat serta Lurah di kelurahan Langkapura beserta pemangku
kepentingan dan Ketua RT

5. Masyarakat umum yang tergolong peserta mandiri sebagal sasaran
sosiadisass di Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota

Bandar Lampung.

E. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun

penjelasannya sebagal berikut :

1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui

pengamatan dan wawancara dengan informan. Moleong (dalam Basrowi



dkk, 2008) mengemukakan subjek penelitian merupakan orang dalam latar
penelitian. Subjek penelitian ini merupakan pusat perhatian atau sasaran
peneliti. Terkait dengan hal ini, subjek penelitiannya adalah warga
langkapura Bandar Lampung. Informan adalah orang yang memberikan
informasi atau keterangan data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam
penelitian ini, yang menjadi informan ialah Bapak, Ibu, serta pihak
Instanss Pemerintah seperti Rumah Sakit (Puskesmas) dan warga

Masyarakat dari berbagai kelompok langkapura Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data yang tersedia dikumpulkan melalui dengan cara
studi Dokumentasi. Teknik ini digunakan dalam pengumpulan data yang
tidak langsung ditunjukan kepada subjek penelitian, menggunakan bahan-
bahan tertulis yang mencakup dokumen penting berkaitan dengan

permasal ahn pokok.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan informas
yang lebih mendalam tentang permasalahan yang ada, wawancara ini juga
tidak terstruktur atau dengan kata lain peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara, dan bahkan peneliti belum mengetahui secara pasti
apa yang akan diperoleh dari hasil wawancara, sehingga peneliti lebih

banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan
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analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka pendliti
dapat mengajukan pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu

tujuan. (Sugiyono, 2010)

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam
kepada beberapa pihak Instans Pemerintah seperti Rumah Sakit
(Puskesmas) dan warga Masyarakat dari berbagai kelompok untuk
memperoleh data yang berkaitan dengan Implementasi sosialisasi program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2. Observas (pengamatan)

Peneliti melakukan pengamatan di warga Langkapura ketika observasi
awa dan dalam pelaksanaan penelitian dengan melakukan pengamatan
pada beberapa warga yang ada di Langkapura untuk mencari data yang
berupa dokumen-dokumen yang menggunakan kartu BPJS . Obeservasi
yang dilakukan adalah observasi non partisipatif, artinya peneliti tidak
terlibat langsung dalam kegiatan, namun datang ke lokasi penelitian dan
mengamati apa sga yang menjadi fokus penelitian yang ada di lokasi

penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode
ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan
makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah

yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-
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kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulas serta diperas
sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk
menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau

pertanyaan penelitian.

Mengacu pada Nasution dalam Sugiyono (2010) teknik pengolahan data
merupakan teknik operasional setelah data terkumpul. Adapun tahap-tahap

pengol ahan data pada penelitian ini adalah data:

1. Inventarisas data, yaitu Pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan melalui
media perekam. Data yang berasal dari studi kepustakan dikumpulkan
melalui penelusuran perundang-undangan, literatur (buku), ataupun
dokumen-dokumen lainnya.

2. Menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
Penyeleksian data ini dilakukan dengan cara memilah-milah data yang
diperoleh dari hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan untuk
ditentukan mana yang dapat berguna dan mana yang tidak dapat dipakai
dalam penelitian.

3. Mengklasifikasikan data. Data yang telah diseleks tersebut
diklasifikasikan dan dilihat jenisnya serta hubungannya berdasarkan
panduan wawancara yang telah dibuat (jika data dari hasil wawancara)
atau berdasarkan jenis kegiatan jika data tersebut berbentuk dokumen
kegiatan.

4, Menyusun data dengan menempatkan data tersebut pada posis

pokok bahasa secara sistematis. Penyusunan dan pengumpulan data ini
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sesuai dengan aur andisis yang telah penulis susun dalam pembahasan
dan penempatan serta penentuan volume data disesuaikan dengan yang

dibutuhkan.

H. Teknik Analisis Data

Daam melakukan andlisis data, menggunakan jalan pikiran Miles dalam
Ulinnuha (2010) yang menyatakan bahwa dalam melakukan proses
analisis komponen utama yang perlu diperhatikan setelah pengumpulan

data adalah :

1 Reduksi Data (reduction data)

Yaitu data yang diproleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan
dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Jawaban yang
diproleh dari lapangan dikumpulkan berdasarkan pertanyaan
(dikelompokkan), jawaban yang sama dan yang berbeda dipisahkan, dan
menentukan temanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus

selama proses pengumpulan data.

2. Penyagjian Data (display data)

Yaitu data disgjikan dalam bentuk kutipan-kutipan dari hasil wawancara,

diuraikan sesuai dengan reduksi yang telah dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan (cocluting drawing)

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses

penelitian berlangsung, yaitu sgjak awal memasuki lokasi dan selama
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proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang
ada kemudian diwujudkan dalam suatu kesimpulan yang bersifat tentative.
Dengan bertambahnya data selama penelitian berlangsung, maka pada

setiap kesimpulan dilakukan verifikasi secaraterus menerus.



V. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kelurahan Langkapura, Kecamatan L angkapura
1. Letak Geografi
Secara Geografi Kecamatan Langkapura sebagian besar daerahnya adalah
dataran berombak, berombak berbukit dan berbukit bergunung.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun
2012, tentang penataan dan pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, |etak
geografis dan wilayah administratif Kecamatan Langkapura berasal dari
sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Kemiling dan
Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang
Barat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kedaton
4.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kemiling
2. Administras Pemerintahan
Pemerintahan Kecamatan Langkapura terbentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang penataan
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pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah Kecamatan

Langkapura dibagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu :

1

2.

Kelurahan Langkapura

Kelurahan Langkapura Baru

Kelurahan Gunung Terang

Kelurahan Gunung Agung

Kelurahan Bilabong Jaya

Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Langkapura berada di

Kelurahan Langkapura.

3. Keadaan Demogr afi

Secara demografis, kecamatan Langkapura terdiri dari banyak etnik,

sehingga bisa bersifat heterogen, dengan jumlah penduduk sebesar 16.817

jiwa(Bps 2014), dengan table data perkel urahan sebagai berikut :

Tabe 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan, JenisKeamin, dan

Sex Ratio di Kecamatan Langkapura, Tahun 2014

Kelurahan Laki-laki | Perempuan Sex Ratio
1. Bilabong Jaya 1413 1443 98
2. Langkapura 3494 3408 103
3. Langkapura 3302 3262 101
Baru
4. Gunung Terang 4942 4760 104
5. Gunung Agung 3 666 3615 101
Jumlah 16 817 16 488 102

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung 2014
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Pada table 3 dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Langkapura
adalah 33.305 jiwa dengan sex ratio sebesar 102 yang artinya setiap 100

penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis

Kelamin di Kecamatan Langkapura Tahun 2014

Kelompok Umur L aki-laki Perempuan Jumlah
0-4 1762 1762 3524
59 1673 1571 3244

10-14 1471 1358 2829
15-19 1479 1 596 3075
20-24 1734 1667 3401
25-29 1474 1440 2914
30-34 1426 1426 2852
35-39 1393 1357 2750
40-44 1219 1263 2482
45-49 1048 996 2044
50-54 873 783 1656
55-59 547 485 1032
60-64 329 298 627
65+ 389 486 875
Jumlah 16 817 16 488 33305

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung 2014



52

Pada table 4 dijelaskan bahwa jumlah penduduk terbanyak menurut
golongan umur yaitu antara 0-4 tahun sebanyak 3.524 jiwa, sedangkan

terendah menurut golongan umur yaitu 60-64 tahun sebanyak 627 jiwa.

4. Gambar Struktur Organisasi Kelurahan Langkapura Kecamatan

Langkapura

Gambar 3 Struktur Organisasi Kecamatan L angkapura
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Sumber : Kantor Kecamatan Langkapura
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Gambar 4 Struktur Organisasi Kepengurusan Kepala Lingkungan
dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Langkapura K ecamatan

Langkapura Kota Bandar Lampung
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B. Gambaran Umum BPJS K esehatan Cabang Bandar L ampung

1. Profil BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung
BPJS Kesehatan Bandar Lampung merupakansalah satu Kantor cabang
dari BPJS Kesehatan yang berada dipusat (Jakarta Pusat). BPJS K esehatan
Kantor cabang Kota Bandar Lampung ini membawahi wilayah kerjadari 5
(lima) kabupaten Provinsi Lampung,yaituKabupaten Lampung Selatan,

Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Kota Bandar Lampung.

BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung terletak di JL.Zainal Abidin
Pagar Alam No0.35 Rgabasa-Bandar Lampung 35144 dengan bangunan
fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Penduduk

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Mitra 10

2. Sgarah Berdirinya BPJS Kesehatan
1. Tahun 1968
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas
mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima
Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan

membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI
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yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK),
oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy)

dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional.

. Tahun 1984

Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan
bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang
Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun
(PNS, ABRI dan Peabat Negara) beserta anggota keluarganya.
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan

penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.

. Tahun 1991

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan
program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada
Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta
anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas
jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai

peserta sukarela.

. Tahun 1992

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum
diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan
pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada
Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada

peserta dan managjemen lebih mandiri.
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5. Tahun 2005

7.

Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan Rl Nomor
1241/Menkes/X1/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai
penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
(PIKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola
kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Tahun 2008

Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin (PJIKMM) menjadi Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan Surat
Menteri Kesehatan RI  Nomor 112/Menkes/11/2008 mendapat
penugasan untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program
Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan, tatalakasana
pelayanan dan tata laksana organisasi dan manaemen. Sebagal tindak
lanjut atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 40/2004 tentang
SISN PT Askes (Persero) pada 6 Oktober 2008 PT Askes (Persero)
mendirikan anak perusahan yang akan mengelola Kepesertaan Askes
Komersial. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008 berdiri
anak perusahaan PT Askes (Persero) dengan nama PT Asurans Jiwa
Inhealth Indonesia yang dikenal juga dengan sebutan PT AJlI.

Tahun 2009

Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa Inhealth
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Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero) telah
memperoleh ijin operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin
operasiona ini maka PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dapat mulai
menyel enggarakan asuransi kesehatan bagi masyarakat.

8. Tahun 2011
Terkait UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional di tahun 2011, PT Askes (Persero) resmi ditunjuk menjadi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang meng-cover
jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam UU
BPJS Nomor 24 tahun 2011.

9. Tahun 2014
Mula tangga 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah
nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang no. 24

tahun 2011 tentang BPJS (sumber: www.ptaskes.com)

3. Vis dan Misi BPJS Kesehatan 2016-2021
Visi BPJS Kesehatan
Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) Yang Berkuaitas Dan
Berkesinambungan bagi Seluruh Penduduk Indonesia.
Misi BPJS Kesehatan
1. Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta,
pemberi pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya

melalui sistem kerja yang efektif dan efisien.
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2. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencangkup seluruh Indonesia
paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan
seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat,
serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan

3. Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan
kolektibilitas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatan, dan
pengel olaan keuangan secara transparan dan akuntabel

4. Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui
peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi, dan
komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan

5. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung
SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evauas,
pengeloloaan proses bisnis, dan mangemen risiko yang efektif dan

efisien, sertainfrastruktur dan teknologi informas yang handal.

4. Landasan Hukum
Landasan Hukum BPJS K esehatan :
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
JaminanSosial Nasional
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosid

Dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan, managjemen berpedoman pada tata

kelolayang baik antaralain :
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1. Pedoman Umum Good Governance BPJS K eschatan
2. Board Manua BPJS K eschatan

3. Kode Etik BPJS Kesehatan

5. Manfaat JKN

Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang
bersifatpelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif,
preventif kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan
medis habis pakaisesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
Manfaat jaminan kesehatansebagaimana dimaksud terdiri atas manfaat
medis dan manfaat non medis.Manfaat medis tidak terikat dengan besaran
iuran yang dibayarkan.Manfaat nonmedis meliputi manfaat akomodasi,
dan ambulans (Supriyantoro, 2013).

Berikutmanfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan

meliputi :

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan
non spesialistik mencakup:
i. Administrasi pelayanan
ii. Pelayanan promotif dan preventif
iii. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
iv. Tindakan medis non spesiaistik, baik operatif maupun non
operatif
v. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

vi. Transfus darah sesuai kebutuhan medis
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vii. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat
pertama
viii. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi
b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan
kesehatan mencakup:
i. Rawat jalan, meliputi:
1. Administrasi pelayanan
2. Pemeriksaan, pengobatan  dan  konsultas
spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis
3. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi
medis
4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakal
5. Pelayanan aat kesehatan implant
6. Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai
dengan indikas medis
7. Rehabilitasi medis
8. Pelayanan darah
9. Peayanan kedokteran forensic
10. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan
Ii. Rawat Inap yang meliputi:
1. Perawatan inap non intensif
2. Perawatan inap di ruang intensif
3. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh

Menteri
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6. Fungs, Tugasdan Wewenang BPJS K esechatan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang
dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang
dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS
K etenagakerjaan.Kedua BPJS tersebut pada dasarnya mengemban misi
negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan
sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan
memberi kepastian perlindungan dan kesgjahteraan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Penyelenggaraan jaminan sosial yang adekuat dan berkelanjutan
merupakan salah satu pilar Negara kesegjahteraan, disamping pilar lainnya,
yaitu pendidikan bagi semua, lapangan pekerjaan yang terbuka luas dan
pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan.Mengingat pentingnya
peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan
cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan
batasan fungs, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan
demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan
sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS
tersebut secara transparan.
1. Fungs BPJS Kesehatan UU BPJS

Menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan

program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJISN

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial
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dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan.

2. Tugas BPJS K esehatan

Dalan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS
bertugas untuk:

a) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;

b) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
¢) Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;

d) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;

€) Mengumpulkan dan mengel ola data peserta program jaminan sosial;
f) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan
sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan

g) Memberikan informasi mengenai penyel enggaraan program jaminan
sosia kepada peserta dan masyarakat. Dengan kata lain tugas BPJS
meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan,
pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran
dari Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, pembayaran
manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas
penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan
sosia dan keterbukaan informasi. Tugas pendaftaran kepesertaan dapat
dilakukan secara pasif dalam arti menerima pendaftaran atau secara

aktif dalam arti mendaftarkan peserta.
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3. Wewenang BPJS K esehatan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamksud di atas BPJS
berwenang:

a) Menagih pembayaran luran;

b) Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investas jangka pendek
dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas,
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

c) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta
dan pemberi kerja dalam memanuhi kewagjibannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;

d) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengena besar
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang
ditetapkan oleh Pemerintah;

€) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas
kesehatan,

f) Mengenakan sanks administratif kepada peserta atau pemberi kerja
yang tidak memenuhi kewajibannya;

g) Meaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang
mengenal  ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam
memenuhi  kewgiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

h) Melakukan kerjasama dengan pihak lain daam rangka
penyelenggaraan program jaminan sosia.Kewenangan menagih

pembayaran luran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi



penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan

melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi

administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan

BPJS sebagai badan hukum publik.

. Tata Nilai Organisas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

K eschatan

=

Integritas (Integrity)

Integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas
dan tanggung jawab melalui keselarasan berfikir, berkata
berprilaku sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Profesional (Profesional)

Profesional merupakan karakter dalam melaksanakan tugas
dengan kesungguhan, sesuai kompetiss dan tanggung jawab
yang diberikan.

Pelayanan Prima (Service Excellence)

Pelayanan prima merupakan tekad dalam memberikan
pelayanan terbaik dengan ikhlas kepada sel uruh peserta.
Efesiensi Operasiona (Operational Efficiency)

Efesiens Operasional merupakan upaya untuk mencapai
kinerja optimal melalui perencanaan yang tepat dan

penggunaan anggaran yang rasional sesuai dengan kebutuhan.
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8. Perilaku Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial K esehatan

1

8.

0.

Mendahulukan kepentingan Organisasi diatas kepentingan
individu / kelompok.

Selaras antara ucapan, pikiran dan tindakan.

Berani mengakui dan mempertanggungjawabkan kesal ahan.
Meningkatkan kompetisi secara berkesinambungan.
Mengutamakan kualitas proses dan hasil kerja.

Berpikir positif dan mau menyesuaikan diri terhadap
perubahan.

Bersikap proaktif terhadap kebutuhan peserta.

Berempati dan sabar dalam melayani peserta.

M erencanakan anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan.

10. Hemat dan rasional dalam penggunaan anggaran.
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9. Gambar 5 Struktur Organisasi Dan Jabatan Struktur Organisas

BPJS K esehatan Cabang Bandar Lampung

Kepala Cabang

Hj. Sofyeni SE, M.Kes, AAK

IT. Dan Helpdes

Achmad Magrub, S.kom

K.unit. SOM & Umum K.unit HK2 K.unit MPKB TR MicEUPVPY || ke Pemseren
PPs. Dodi Sumardi, SE . Edy Syamsuri, Ss APT. Dr.Adiyan Edi Wiyono, e
Odl Sumard Meéella Prihati,SE ySR//IM’ AAAK Fitria SK)TAXKK&S Edman, SE M.KeziAAK
KLOK LAMSEL KLOK Pesawaran KLOK Pringsewu KLOK Tanggamus
H. Azeki, SE, MM Erwin Yuleizar, Lydia Syuranti, Ratu Syaripah,
Amd.Kep Skm, MM S.Km

Sumber:Profil BPJS Kesehatan Kota Bandar Lampung tahun 2016

10. ATURAN KERJA

Aturan kerja sangatlah diperlukan demi terorganisir dan efektifnyakinerja
karyawan. Adanya aturan kerja akan membentuk kedisiplinan pada setiap
karyawan. Adapun aturan kerja yang berlaku di Kantor BPJS Kesehatan

Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
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i. JamKerjaSenin- jumat : mulai pukul 08.00 WIB s/d 17.00

wiB
ii. Istirahat ISOMA mulai pukul 12.00 s/d 13.00 WIB selama hari
kerja.

iii. Libur Hari Sabtu dan minggu

Sumber:Profil BPJS Kesehatan Kota Bandar Lampung tahun 2016



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti akhirnya
menarik kesimpulan dari penelitian Implementasi Sosialisasi Jaminan

Kesehatan Nasional sebagai berikut:

1. Sosidlisas secara langsung dan tidak langsung di Kecamatan
Langkapura, Kelurahan Langkapura, Kota Bandar Lampung memang
ada namun masih sangat minim karna sosialisasi langsung hanya
diadakan dipuskesmas melalui kegiatan seperti Posyandu, Poslansia,
Penyuluhan Keliling serta kegiatan lainnya. Sedangkan pihak BPJS
belum ada kontribus yang bak kepada Kecamatan maupun
Kelurahan dalam proses mensosialisasikannya karna pihak BPJS
hanya mau mensosialisasikan jika diundang langsung oleh pihak
yang ingin mengadakan sosialisasi, pihak kecamatan dan kelurahan
hanya berperan dalam pendistribusian kartu BPJSuntuk masyrakat
yang tergolong Penerima Bantuan luran (PBI). Sedangkan untuk
sosialisas tidak langsung pihak BPJS sudah menyebarkan leafleat
dan spanduk yang dipasangkan di Puskesmas Langkapura

2. Secara umum, pelaksanaan sosiadlisasi masih banyak kendala karna

kurangnya sosialisasi yang diberikan akibatnya kurang terpahaminya
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program JKN oleh masyarakat baik menyangkut konsep JKN, sistem
pendanaan, kepesertan, kemanfaatan bagi masyarakat maupun tata
cara pelayanannya serta masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi
dalam program JKN ini.Kurangnya sosialisasi sebagaimana tersebut
di atas berdampak adanya kebingungan masyarakat terkait dengan
pel aksanaan pelayanan kesehatan, adanya pemahaman yang berbeda-
beda, serta ketidaktahuan bahwa JKN tidak sama dengan
JAMKESMAS dan mereka masih menganggap bahwa program JKN
itu gratis, padaha program JKN itu menerapkan sistem iuran per
bulan sesuai dengan tingkat kelas masing-masing. Akibatnya terjadi
ketidak lancaran dalam pembayaran claim yang dapat menghambat

pelayanan masyarakat secara umum.

B. Saran

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, penelitimengemukakan saran-saran

sebagai berikut:

1. Pihak BPJS Kesehatan dan kecamatan maupun kelurahan sebaiknya
meningkatkan kontribusi dalam mensosiaisasikannya, jangan hanya
melalui undangan sgja baru terlaksana sosialisas karna dariha ini
dapat kitalihat dari masih kurangnya sosialisasi yang ditujukan kepada
masyarakat. BPJS Kesehatan harus dapat menciptakan pola-pola
sosiadlisass yang lebih inovatif dan lebih mengena hingga ke
Masyarakat dengan lebih memanfaatkan forum-forum masyarakat

untuk melakukan sosidlisasi  serta  pelibatan  Kecamatan,
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Kelurahanpun,RT/RW, LSM Kesehatan untuk melakukan sosialisasi
langsung kepada masyarakat jangan hanya masyarakat sendiri yang
harus datang ke BPJS K esehatan untuk mendapatkan sosialisasi.

Pemasangan Spanduk, yang beris slogan Program JKN sebaiknya
diperbanyak dan dipasang disetiap faskes. Media promos seperti
leaflet juga perlu disebar di ruang-ruang publik tempat-tempat yang

mudah di temui masyarakat.
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